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[bookmark: _Toc200532980]A.  	Latar Belakang Masalah
Ketertiban dan keamanan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kedua aspek ini terganggu, rasa aman dan stabilitas sosial menjadi terancam. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat adalah meningkatnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti geng motor. Tindakan mereka sering kali melanggar hukum, merusak fasilitas umum, dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi ketenteraman umum tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan material bagi korban.
Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah pilar utama yang harus dijaga untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan sejahtera. Tanpa adanya rasa aman, masyarakat akan sulit menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, dan hal ini dapat menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, dalam realitas kehidupan, ancaman terhadap keamanan sering kali muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dikenal dengan istilah geng motor. Aksi mereka tidak hanya menimbulkan keresahan tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.
Fenomena geng motor di Indonesia bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, perilaku mereka semakin meresahkan. Geng motor sering kali terlibat dalam berbagai tindak kriminal, seperti perkelahian, perusakan fasilitas umum, pencurian, bahkan penganiayaan. Keberadaan mereka menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan yang sering
Dalam menghadapi persoalan ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dasar hukum yang mengatur hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pelaku perusakan dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”[footnoteRef:2] Selain itu, apabila aksi geng motor menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman hukumannya akan meningkat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. [footnoteRef:3] Di sisi lain, Pasal 365 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, yang dapat dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara.[footnoteRef:4] [2: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1).]  [3: Ibid., Pasal 170 ayat (2).]  [4: Ibid., Pasal 365..] 

Penerapan sanksi hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di masa mendatang. Selain itu, langkah ini merupakan wujud konkret dari fungsi negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Tidak hanya itu, pendekatan hukum yang tegas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat. Namun, efektivitas penerapan sanksi hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.
Dalam konteks penegakan hukum terhadap geng motor, kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini karena penanganan masalah keamanan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui jalur hukum semata, melainkan memerlukan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi, diharapkan keresahan yang diakibatkan oleh aktivitas geng motor dapat diminimalisir.
Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen mendasar yang harus dijaga untuk menciptakan kehidupan yang kondusif. Namun, belakangan ini Kota Medan menghadapi permasalahan serius terkait aksi brutal yang dilakukan oleh geng motor. Aktivitas kelompok ini telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat, terutama pada malam hari, ketika mereka kerap melakukan balapan liar, perusakan fasilitas umum, hingga tindakan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan warga Kota Medan.
Salah satu permasalahan yang mencuat adalah keberanian geng motor dalam melakukan aksinya di ruang publik, seperti jalan raya, tanpa memperhatikan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi. Dalam beberapa laporan, aksi geng motor ini kerap melibatkan pemuda-pemudi berusia produktif yang seharusnya memiliki masa depan cerah. Namun, keterlibatan mereka dalam kelompok kriminal ini justru merusak masa depan mereka dan menciptakan citra negatif bagi Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia.
Dari sisi hukum, aksi brutal geng motor jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),[footnoteRef:5] tindakan kekerasan secara bersama-sama di muka umum dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, ancaman hukumannya meningkat hingga 12 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Selain itu, jika aksi geng motor melibatkan pencurian dengan kekerasan, mereka dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 12 tahun. Tidak hanya itu, perusakan fasilitas umum yang kerap dilakukan oleh kelompok ini dapat dikenai Pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman hingga dua tahun delapan bulan penjara.[footnoteRef:6] [5: Ibid Pasal 170 ayat (1).]  [6: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 406.] 

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kota Medan bersama aparat kepolisian telah berupaya menerapkan hukum secara tegas melalui razia dan penindakan terhadap geng motor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan hukum bagi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas masalah ini secara menyeluruh.[footnoteRef:7] [7: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.] 

Solusi yang lebih komprehensif diperlukan untuk menangani akar permasalahan. Pendekatan preventif, seperti patroli rutin di lokasi-lokasi rawan aksi geng motor, sangat penting dilakukan. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan dalam geng motor juga menjadi langkah krusial. Program-program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat menjadi alternatif untuk mengarahkan para pemuda di Kota Medan agar tidak terjerumus dalam aktivitas kriminal.
Pendekatan represif tetap harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan rehabilitasi bagi anggota geng motor, khususnya mereka yang masih berusia muda. Program rehabilitasi ini dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kriminal dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.
Harapan utama dalam menghadapi fenomena geng motor yang meresahkan masyarakat di Kota Medan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban yang stabil, serta terwujudnya rasa aman bagi seluruh warga kota. Diharapkan, dengan penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku geng motor, baik yang terlibat dalam kekerasan, perusakan, atau pelanggaran hukum lainnya, dapat memberikan efek jera yang efektif. Tindakan represif yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti penahanan dan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum dan menghentikan aksi-aksi kriminal yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
Dengan kombinasi langkah preventif, represif, dan edukatif yang didukung oleh penerapan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan Kota Medan dapat terbebas dari ancaman geng motor. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga masyarakat Kota Medan dapat menjalani kehidupan yang damai dan produktif.
Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “PenerapanSanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat“
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	Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat di Kota Medan?
2. Apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku geng motor berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP?
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	Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat di Kota Medan
2. Untuk mengetahuiapa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia
3. Untuk mengetahuibagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku geng motor berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUH
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Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori terkait penerapan sanksi hukum bagi pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat. Dengan melakukan analisis terhadap regulasi yang ada, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan geng motor dalam konteks hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah keamanan dan penegakan hukum, khususnya terkait dengan geng motor.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus geng motor, seperti aparat kepolisian, pemerintah, serta masyarakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani dan mengatasi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kontribusi bagi penulis, serta menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pembina Masyarakat Indonesia.
[bookmark: _GoBack]


image1.png
UMN
AL WASHLIYAH





